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1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 Tahun
2000Tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan
Perundang-undangan

DASAR HUKUM

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tentang Petunjuk Teknis 
Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan
Perundang-undangan



1. PENATA MUDA, III/a
2. PENATA MUDA TK. I,    III/b

1. PENATA, III/c;
2. PENATA TK. I, III/d

1. PEMBINA, IV/a;
2. PEMBINA TK. I, IV/b; 
3. PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

1. PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d; 
2. PEMBINA UTAMA,                    IV/e

JENJANG PANGKAT, GOLONGAN 
/RUANG

PERANCANG
PERTAMA

PERANCANG
MUDA

PERANCANG
MADYA

PERANCANG
UTAMA
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AK/ 
KUM

JENJANG JABATAN, PANGKAT, ANGKA KREDIT



Penyetaraan
Inpassing

 Diangkat

 Dilantik

 Penilaian dimulai sejak
pelantikan



•PELAKSANAAN TUGAS (PASAL 11)

• PERANCANG YANG SECARA BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN 
KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN, MEMPEROLEH ANGKA KREDIT YANG SAMA

• SURAT PERMOHONAN
• SURAT KEPUTUSAN/KEANGGOTAAN TIM
• SURAT UNDANGAN YANG MENUNJUK NAMA
• SURAT UNDANGAN DENGAN DISPOSISI
• SURAT TUGAS/SURAT PERINTAH

• BUKTI DUKUNG BERUPA :

• BUKTI FISIK HARUS BERBEDA



BUKTI FISIK DAN BUKTI DUKUNG

DOKUMEN HASIL KERJA 
PERANCANG SESUAI BUTIR 
KEGIATAN PERANCANG 
BERDASARKAN PEDOMAN 
PENILAIAN

Permenpan 6 tahun 2016
Permenkumham 5 Tahun 2020

DOKUMEN YANG MENJADI 
DASAR PERANCANG 
MELAKUKAN PEKERJAAN 
(SURAT PERINTAH, SURAT 
TUGAS, DISPOSISI, SURAT 
UNDANGAN, SK DLL



TARGET 
ANGKA 
KREDIT 

(PASAL 7)

Target AK yang harus dicapai untuk setiap jenjang 
Perancang (untuk seluruh unsur) setiap tahun 
ditetapkan sebagai berikut:

a. Perancang Pertama paling sedikit  12,5 dan 
angka kredit paling tinggi 150% sama dengan 
18,75

b. Perancang Muda paling sedikit  25 dan angka 
kredit paling tinggi 150% sama dengan 37,5

c. Perancang Madya  paling sedikit  37,5 dan angka 
kredit paling tinggi 150% sama dengan 56,25

d. Perancang Utama paling sedikit  50 dan angka 
kredit paling tinggi 150% sama dengan 75



PASAL 13

Target angka kredit Perancang
dihitung untuk seluruh unsur
(pembentukan, instrumen hukum, 
pengembangan profesi dan
penunjang)



PELAKSANAAN TUGAS 
(PASAL 5)

Perancang melaksanakan kegiatan:
 sesuai dengan jenjang jabatannya

 satu tingkat di atas jenjang jabatannya 
dengan perolehan angka kredit 80% dari 
angka kredit yang dilakukannya

 satu tingkat di bawah jenjang 
jabatannya dengan perolehan angka 
kredit yang sama dari setiap butir 
kegiatan yang dilakukannya



PENDIDIKAN

PEMBENTUKAN PERATURAN PUU

PENYUSUNAN INSTRUMEN HUKUM

KEGIATAN LAIN DALAM PERANGKAPAN
JABATAN

PENGEMBANGAN PROFESI

UNSUR
UTAMA

80%

PENUNJANG TUGAS PERANCANGUNSUR
PENUNJANG 20%

UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DAPAT DINILAI



• Mengikuti Pendidikan Sekolah dan 
memperoleh gelar/ijazah
a. pendidikan pada perguruan tinggi

yang terakreditasi
b. angka kredit yang diperoleh :

• S1 = 100; 
• S2 = 150; 
• S3 = 200. 

c. Bukti fisik yang dilampirkan
photocopy ijazah yang dilegalisir, 
surat izin tugas belajar, surat izin 
pencantuman gelar dari BKN

UNSUR PENDIDIKAN



DIKLAT 
FUNGSIONAL 

DAN 
MEMPEROLEH 

STTPL

TERDIRI ATAS : 

DIKLAT 
PEMBENTUKAN 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

DIKLAT 
FUNGSIONAL 
BERJENJANG

DIKLAT TEKNIS, 
UNTUK 

MELENGKAPI 
DAN 

MEMPERKAYA 
KOMPETENSI

ANGKA KREDIT YANG 
DIPEROLEH : 
• 30 – 80 jp = 1 AK     
• 81 – 160 jp = 2 AK      
• 161 – 180 jp = 3 AK        
• 481 – 640 jp = 6 AK
• 641 – 960 jp = 9 AK
• >960 = 15 AK



UNSUR
PEMBENTUKAN 

PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN

1. PERENCANAAN PENYUSUNAN PUU;
2. PENYUSUNAN RANCANGAN PUU;
3. PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, 

DAN PEMANTAPAN KONSEPSI PUU;
4. PEMBAHASAN RUU/RAPERDA;
5. PENGUNDANGAN PUU;
6. MEMBERIKAN TANGGAPAN, NOTULA, 

LAPORAN DALAM PEMBENTUKAN PUU, 
PERJANJIAN INTL, PERSETUJUAN INTL, 
MOU, KONTRAK INTERNASIONAL, 
KONTRAK NASIONAL/PERJANJAIAN 
KERJA SAMA, PENGUJIAN PUU . 

7. KAJIAN (EVALUASI) PUU
8. MEMBERIKAN KONSULTASI LANGSUNG 

THDP RAPERDA, RPERDPRD, 
PERMASALAHAN HUKUM DI DAERAH

9. PEMETAAN PRODUK HUKUM DAERAH



UNSUR 
PENYUSUNAN 

INSTRUMEN 
HUKUM

1. SURAT EDARAN/INSTRUKSI/KEPUTUSAN 
PRESIDEN, INSTRUKSI,/KEPUTUSAN/ 
PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK 
TEKNIS/PEDOMAN MENTERI, PIMPINAN 
LPNK/LEMBAGA NEGARA, JAKSA AGUNG, 
KAPOLRI, PANGLIMA TNI, GUBERNUR, DAN 
BUPATI/WALIKOTA

2. PERJANJIAN INTERNASIONAL;

3. PERSETUJUAN INTERNASIONAL

4. MEMORANDUM of UNDERSTANDING

5. KONTRAK INTERNASIONAL

6. KONTRAK NASIONAL/PERJANJIAN 
KERJASAMA

7. KETR. PEMERINTAH/DPR RI, KESIMPULAN 
PRESIDEN ATAS PERMOHONAN UJI 
MATERIIL UU THD UUDNRI 1945 DI MK DAN 
JAWABAN TERMOHON ATAS 
PERMOHONAN UJI MATERIIL PUU DI 
BAWAH UU THD UU DI MA/GUGATAN DAN 
JAWABAN GUGATAN PTUN

8. KEGIATAN DI BIDANG BANTUAN HUKUM 
PADA PERSIDANGAN PENGADILAN 
MAUPUN DI LUAR PENGADILAN

9. LEGAL OPINION

10. MEDIASI LANGSUNG



8 AK PERANCANG MADYA

5 AK PERANCANG MADYA/PERANCANG MUDA

3 AK PERANCANG MUDA/PERANCANG PERTAMA

11 AK PERANCANG UTAMA

UNSUR 
RANGKAP JABATAN

PIMTI MADYA

PIMTI PRATAMA

PEJABAT
ADMINISTRATOR

PEJABAT
PENGAWAS



UNSUR 
PENGEMBANGAN 

PROFESI
(PASAL 8)

Dalam mencapai target angka kredit, Perancang 
dapat melakukan kegiatan pengembangan profesi :

-Perancang Pertama paling banyak 8 AK dari 
batas capaian paling tinggi 18,75

-Perancang Muda untuk kenaikan pangkat Penata III/c 
paling banyak 8 AK dari batas capaian paling tinggi 37,5

-Perancang Muda untuk kenaikan jenjang Madya WAJIB 
Melaksanakan pengembangan profesi paling sedikit 12 AK dari 
batas capaian paling tinggi 37,5

-Perancang Madya dan Utama WAJIB melaksanakan
pengembangan profesi paling sedikit 12 dari batas capaian 
tertinggi.



KARYA TULIS ILMIAH

c. Karya tulis yang tidak dipublikasikan: 

1. dalam bentuk buku (7 AK); 

2. dalam bentuk makalah (3,5 AK)

b. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan: 

1. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan kepada khalayak luas (8 AK); 

2. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI (4 AK)

a. Hasil penelitian, pengujian, survei, dan evaluasi di bidang hukum yang dipublikasikan

1. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan kepada khalayak luas (12,50 AK)

2. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI (6 AK)



FORMAT 
KARYA TULIS YANG TIDAK 
DIPUBLIKASIKAN

REFERENSI/FOOTNOTE

DAFTAR PUSTAKA

KESIMPULAN DAN 
SARAN

COVER

DAFTAR ISI

LATAR BELAKANG

PEMBAHASAN



BERUPA MATRIKS 
HASIL PRESENTASI 
MAKALAH TERSEBUT 
YANG DILAKUKAN 
PADA FORUM 
PERANCANG, BERUPA 
PPT, DAFTAR HADIR, 
SARAN DAN 
MASUKAN TERHADAP 
SUBSTANSI MAKALAH

BUKTI DUKUNG
KARYA TULIS YANG 

TIDAK DIPUBLIKASIKAN



ANGGOTA 
ORGANISASI 
PROFESI

ANGGOTA 
TIM 
PENILAI

GELAR 
SARJANA 
LAINNYA

SEMINAR/ 
LOKAKARYA

TANDA 
PENGHAR
GAAN

MENGAJAR, 
MEMBIMBING  
DAN/ATAU 
MELATIH DI 
BIDANG 
PENYUSUNAN 
PUU

UNSUR PENUNJANG



1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2020
tentang Sistim Informasi Jabatan
Fungsional Perancang Peraturan
Perundang-undangan

DASAR HUKUM

2. Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 23
Tahun 2020 tentang Penilaian
Angka Kredit Secara Elektronik



SISTIM INFORMASI JF 
PERANCANG

PERMENKUMHAM 
NO. 22 TAHUN 2020

BERLAKU SEJAK TANGGAL 
DIUNDANGKAN
01 SEPTEMBER 2020

PENILAIAN ANGKA 
KREDIT SECARA 

ELEKTRONIK

PERMENKUMHAM 
NO. 23 TAHUN 2020

BERLAKU 1 (SATU) TAHUN 
SEJAK DIUNDANGKAN 

01 SEPTEMBER 2021

e-perancang.peraturan.go.id



AKSES APLIKASI PENILAIAN ANGKA KREDIT

DATA DALAM AKUN DIGUNAKAN UNTUK PENILAIAN ANGKA KREDIT

PERUBAHAN AKUN HARUS MENGAJUKAN KEMBALI KEPADA INSTANSI 
PEMBINA

•

AKUN



BUKTI FISIK
DAN

BUKTI DUKUNG

• DIUNGGAH DALAM BENTUK PDF

• DIUNGGAH SECARA BERSAMA 
DENGAN BUKTI DUKUNG



PENILAIAN ANGKA KREDIT
ELEKTRONIK

Perancang mengajukan
permohonan penilaian angka kredit
dengan melampirkan:

a. Surat permohonan yang sudah
ditanda tangani Pejabat Pengusul

b. DUPAK yang sudah
ditandatangani Pejabat Pengusul

c. SPMK yang sudah ditandatangani
Atasan Langsung



PENILAIAN NON ELEKTRONIK 
DALAM HAL

TERDAPAT 
GANGGUAN PADA 
JARINGAN INTERNET
DINYATAKAN DENGAN 
SURAT KETERANGAN 
DARI PPK

APLIKASI PAK TIDAK 
BERFUNGSI
DIUMUMKAN OLEH 
DIREKTUR JENDERAL

TIM PENILAI TIDAK DAPAT 
MENGAKSES BF DAN BD YANG 
TELAH DIUNGGAH
DINYATAKAN DENGAN SURAT 
KETERANGAN DARI TIM PENILAI



DATA DAN INFORMASI 
TERUPDATE

Perancang melaksanakan kegiatan:
 sesuai dengan jenjang jabatannya

 satu tingkat di atas jenjang 
jabatannya dengan perolehan 
angka kredit 80% dari angka 
kredit yang dilakukannya

 satu tingkat di bawah jenjang 
jabatannya dengan perolehan 
angka kredit yang sama dari 
setiap butir kegiatan yang 
dilakukannya



DATA DAN 
INFORMASI 

TERUPDATE

• Akan tercantum dalam DUPAK 
dan SPMK

• Untuk mendapat rekomendasi
kenaikan jenjang/pangkat

• Atasan langsung terakhir yang 
akan memvalidasi

• PAK terakhir



• ATASAN LANGSUNG

1
• WAJIB VALIDASI

2
• MENOLAK ATAU MENYETUJUI

3
• ALASAN AKAN TERCANTUM DALAM 

BAPAK



TIM PENILAI
• Apabila sudah ada Tim 

Penilai Instansi, maka
penilaian dilakukan secara
bersama dengan Tim 
Penilai Instansi Pembina

• Apabila belum ada Tim 
Penilai Instansi, maka
penilaian dilakukan oleh 
Tim Penilai Instansi
Pembina





PAK 
PENETAPAN ANGKA KREDIT



DUPAK
DAFTAR USULAN PENILAIAN 

ANGKA KREDIT



SPMK
SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS




